
BUPATI HALMATIERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAIT BUPATI I{ALMAHERA BARAT
NOMOR: 8t1 /KPTS/ r! 12a24

TENTANG

STAT' IffIUSUS BUPATI HALMATIERA BARAT BIDAIITC I{EBIJAITAIT I{TUAITGAIT
DALIIM MEtrDIIT(U1{G PETTELTITGGARAAIS PEMIRIITTATIAI{ DATRAII

KABUPATE1T HAI,MAEIERA BARAT
TATIU$ 2A24

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menata penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan dan pe}ayanan kemasyarakatan agar berjalan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan penguatan kapasitas
dan kapabilitas sumber daya manusia aparatur dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintahan Daeratr;

bahwa mengingat kompleksnya berbagai permasaliahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten
Hahnahera Barat serta untuk peningkatan kinerja Bupati, maka sangat
dibutuhkan keberadaan Staf Khusus Bupati Bidang Kebijakan Keuangan
DalaJn Mendukung Penyelenggaraarl Pemerintahan Daerah

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf tr, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang
Penunjukaa Sta-f Khusus Bupati Hahnahera Barat Bidang Kebijakan
Keuangan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2O2a;

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang
Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Fembentukan Daerah*d.aerah
Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
menjadi Undang-undalg;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
bebas dari Ko1usi, Korupsi dan Nepotisme;
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2OO0 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara,
Kabupaten Buru dan Katrupaten Maluku Tenggara Baratl
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku Utara;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2Al4 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta-han Daerah;
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2Al4 tentang Administrasi Pemerintahan;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintatr Fusaat dan Pemerintah Daerah;
Und.ang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 12 ?ahun 2OL1 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbang;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2A16 tenta.ng Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun Z$fi tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil;
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI7 tentang Pembinaan dan
Pengarvasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun '2OLg tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2AI4 tentang Peraturan Pelaksanaaa
Undang-undang Nomor 12 Tahun '2ALL tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 77 Tahurr 2A2A tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat;2' 
i.T#["?",?1'#l" i1}x'3::l JlX"*:1i,"fl1'"J:[,","',,,I*]X i:#
Nomor 6 Tahun '2016 tentang Pembrentukan dan Susunan Perangkat l)aerah
Kabupaten Halmahera Barat;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2A24
lentang Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Halmahera

23. F:#J:lH#t-*m3i3i;Barat Nomor 1 rahun 2a24tentang penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat
Tahun Anggaran 2O24;

Memperhatikan : Surat Kepala Bagian LImum, Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten
Halmahera Barat Nomor : 841121212A24 perihal Permohonan Penerbitan
SK KDH.

IVIEMUTUSKAil :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara UDIIT BAI(AR sebagai Staf Khusus Bupati Ha.lmahera
Barat Bidang Kebijakan Keuangan Dalam Mendukung Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.
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Masa kontrak kerja Staf Khusus Bupati Bidang Kebijakan Keuangan Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 9 Bulan terhitung mulai tanggal
1 Bulan April sampai dengan tanggal3l Bulan Desember Tahun 2024.

Masa kontrak sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, sewaktu-waktu dapat
ditinjau danlatau diakhiri bilamana tidak sesuai dengan ketentuan peraturarl
perundang-undangan, bertentangan dengan keb{jakan pemerintah dan/atau
bertentangan dengan hal-hal lain yang bersifat teknis.

Status dan kedudukan seria hak-hak Staf Khusus Eupati Bidang Kebijakan
Keuangan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat
diberikan tunjangan kinerja dengan besaran Rp. 4.500.000,- {Empat Juta Lima
Ratus Ribu Rupiah).

Staf Khusus Bupati Bidang Kebijakan Keuangan Dalam Mendukung
Penyelenggaraan Pemertntahan Daerah selain memperoleh tunjangan
sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat dapat pula diberikan tambahan
penghasilan Lain sepanjang tidak bertentangan dengan peraturar perundang-
undangan yang berlaku dengan memperhatikan kemampuan keuangan
Daerah.

Staf Khusus Bupati Bidang Kebijakan Keuangan Dalam Mendukung
Penyelengaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas setragai berikut :

a. Memberikan bahan masukan, kdian dalam perumusan kebijakan Bupati di
,Bidang Keuangan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah yang mencakup peliayanan administrasi keuangan, pemerintahan,

KEENAM :

pembangunan dan kemas-varakaian; d
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b. Melaksanakan identifikasi dan anaiisis pokok permasalahan yang urgen dan
strategis di bidang keuangan;

c. Menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengelolaan keuangan Daerah;

d. Memantau dan melakukan kajian/analisis terhadap kebijakan Daerah
bidang keuangan agar sesuai dengan Visi dan Misi Bupati serta kebutuhan
Daerah:

e. Tugas-tugas khusus lain yang diberikan oleh Bupati.

KBTUJUH :Staf Khusus Bupati Bidang Kebijakan Keuangan Dalam Mendukung
Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugas
berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah dan melaporkan kepada Bupati.

KEDELAPAN :Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Halmahera Barat,

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PE.'ABA? PARAF
I

Sekretaris Daerah /
Ass. Bid. Adm. Umum

I
Kabag Umum, Perencanaan &
Keuangan {^
Kabag. Hukum & Orgs V
Tembusanu Disampaikan kepada Yth ;

Ditetapkan di :

padatanggal :

Jailolo

^B
w!-E 2024

BUPATI RA BARAT,

paikan kepada Yth ;
1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Inspektur inspektorat Kab. Halma_irera Barat di Jailolo,
3. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yalg bersangkutan untuk diketahui.

JA]TIES UANG


